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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

Dan 
GUBERNUR SUMATERA BARAT 

 
MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT 
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH PROVINSI 
SUMATERA BARAT 

 
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
a. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat; 
b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah manurut 
asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya. 

c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; 
d. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat; 
e. Satuam Polisi Pamong Praja adalah Perangakat Pemerintah Daerah 

dalam memel;ihara dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 
umum serta menegakan Peraturan Daerah; 

f. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan 
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan 
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; 

 
BAB II 

PEMBENTUKAN 
 Pasal  2 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja 
Provinsi Sumatera Barat: 

(2) Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada 
ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. 

 

BAB III 
ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 3 
(1) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi merupakan unsur penunjang 

Pemerintahan Daerah Provinsi dibidang Satuan Polisi Pamong Praja. 
(2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang 

berkedudukan  di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada 
Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

 
 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 4 
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan 
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 
 

Pasal 5 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Satuan 
Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban 

umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah; 
b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum di Daerah; 
c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan 

Kepala Daerah; 
d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan 
Kepala daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidikan Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya; 

e. Pengawasan terhadap masyarakat agar memetahui dan menaati 
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah; 

 
 

Bagian Ketiga 
Susunan Organisasi 

Pasal 6 
(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari: 

1. Kepala.  
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